
 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT 

 

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 62 -Bakesbangpol/2024 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan 
keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, 

perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4688); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5189); 

 

 



 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

 

 

 



 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 

Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6); 

14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 

Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 

Nomor 9); 

15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2022 Nomor 51); 

16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan 
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

 

 



 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. meneliti dan memeriksa kelengkapan syarat-syarat 

administasi pengajuan bantuan keuangan yang dikirim 

masing-masing partai politik; 

b. memfasilitasi penyerahan bantuan keuangan partai 

politik kepada masing-masing partai politik. 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 

pada tanggal 1 Februari 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

 

Ttd. 

      ARSAN LATIF 

 
 



LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 62 -Bakesbangpol/2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN 
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANDUNG 

BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 

 

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  

Anggota : 1. Komalasari, S.IP. Fungsional Analis Kebijakan pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

2. Wisnu Jaya Prasetia, S.STP. Fungsional Analis Perundang-

undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 

3. Dian Sudrajat, SE., MM. Fungsional Perencana pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah; 

4. K. Gemariyanto, SH., MH. Fungsional Auditor pada Inspektorat 

Daerah. 

5. Kepala Subbagian Teknis dan Parmas pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bandung Barat. 

 

 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Ttd. 

 

  ARSAN LATIF 
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